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Transaksi Murābaḥah sesuai dengan sifat bisnis (tijārah) selain memiliki  
beberapa manfaat, juga memiliki risiko yang harus diantisipasi, salah satu risiko 
tersebut adalah terjadinya ingkar janji (wanprestasi) nasabah. Untuk 
mengantisipasi kerugian yang dapat ditimbulkan akibat wanprestasi, maka  
diterapkanlah sanksi kepada nasabah ingkar janji di lembaga keuangan Syariah 
bahkan Konvensional di Indonesia. Disamping itu sanksi pun tidak dapat 
dikenakan dengan sewenangnya tanpa memperhatikan unsur keadilan 
sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Quran dan Sunnah serta Undang Undang 
Republik Indonesia.    
BMT Amanah Ummah Cabang sukoharjo dalam transaksi Murābaḥah 
menjadi salah satu lembaga keuangan syariah yang menerapkan sanksi kepada 
nasabah inkar janji, sebagai lembaga keuangan yang berasaskan Islam sudah tentu  
fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) menjadi salah satu 
pedoman dalam setiap pelaksanaan kegiatannya.  
Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui Kesesuaian Penerapan 
Sanksi terhadap Wanprestasi Nasabah pada akad Murābaḥah di BMT Amanah 
Ummah Cabang Sukoharjo berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional. 
Khususnya mengenai sanksi denda. Untuk mengetahui permasalahan tersebut, 
peneliti menggunakan penelitian lapangan (field research). Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-kualitatif yaitu suatu 
metode yang mendeskripsikan kejadian atau fakta-fakta yang ada di lapangan, 
kemudian melakukan penilaian atas penerapan sanksi di BMT amanah Ummah 
Cabang Sukoharjo bardasarkan fatwa DSN yang didukung dari hasil wawancara, 
serta dokumentasi. 
Dari hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa berdasarkan 
penyajian data serta pengungkapan transaksi Murābaḥah, penerapan sanksi yang 
dilaksanakan oleh BMT Amanah Ummah cabang Sukoharjo sesuai dengan isi 
fatwa DSN. Bahwa benar sanksi denda yang diterapkan oleh BMT Amanah 
Ummah Cabang Sukoharjo merupakan jenis sanksi yang diperbolehkan dalam isi 
fatwa DSN NO.17/DSN/IX/2000 dan hasil denda yang disalurkan BMT kepada 
LAZIS UMS pun juga sudah sesuai dengan isi fatwa yang menghendaki hasilnya 
disalurkan kembali untuk dana sosial. Adapun sanksi pelelangan jaminan yang 
ada di BMT juga sesuai dengan isi fatwa DSN NO. 47/DSN-MUI/II/2005 dimana 
pihak BMT menjual obyek Murābaḥah/jaminan nasabah, apabila ada kelebihan 
dari hasil penjualan maka dikembalikan kepada nasabah, sedangkan apabila hasil 
penjualan kurang atau tidak cukup untuk menutupi hutang nasabah, maka 
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Murābahah transaction is similar to business characteristics (tijārah) 
because it can make benefit (profit) and also, it can be risky (loss) that must be 
anticipated. One of the risks is a failure to obey agreement (default) in part of 
client. In order to anticipate losses elicited by the failure, then penalties were 
assigned to the default clients in sharia financial institutions and conventional 
ones of Indonesia. In addition, penalties cannot be assigned arbitrarily without 
considering justice elements as stated in Al-Qur’an and Sunnah and laws of 
Indonesian Republic.  
BMT Amanah Ummah of Sukoharjo branch is one of sharia financial 
institution that is applying penalties in Murābahah transaction to default clients. 
As an Islamic-based financial institution, BMT Amanah Ummah is, of course, 
making instructions published by National Sharia Council as one of guides in its 
every activity. 
Purpose of the research is to know conformity of penalties application to 
clients who are failed to obey Murābahah agreement in BMT Amanah Ummah of 
Sukoharjo branch based on instruction of National Sharia Council, especially 
about fine penalty. In order to understand the problem, researcher used field 
research with descriptive-qualitative method, namely a method of describing 
occurrence or facts found in field, then researcher evaluated penalties 
implementation in BMT Amanah Ummah of Sukoharjo branch based on 
instructions of National Sharia Council and supported by results of interview and 
documentation. 
Based on the research, it can be concluded that based on data presentation 
and revealing of Murābahah transactions, implementation of penalties by BMT 
Amanah Ummah of Sukoharho branch was agreeing with content of instructions 
published by National Sharia Council. Fine penalties applied by the Islamic bank 
were allowed by instruction of National Sharia Council, namely DSN No. 
17/DSN/IX/2000 and money of the penalties that were distributed by the bank to 
LAZIS UMS was conforming to contents of the instruction requiring that the fund 
obtained from penalties should be provided to social fund. Penalty of security 
goods auction was also agreeing with content of instruction of DSN No. 47/DSN-
MUI/II/2005 in which the Islamic bank can sell Murābahah object/security goods, 
and if money acquired from the auction exceeds obligation of the client, the 
excess will be returned to client, whereas if the money is less than obligation of 
the client, then the shortage will still be obligation of the client. 
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Dalam lembaga keuangan syariah (LKS), khususnya perbankan syariah, 
bai’ al-Murābaḥah diterapkan sebagai produk pembiayaan untuk membiayai 




Baitul māl wa tamwīl (BMT) Amanah Ummah Cabang Sukoharjo yang 
juga merupakan Lembaga Keuangan Syariah non bank, berfungsi memajukan 
kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
2
 Sesuai 
dengan itu, maka BMT Amanah Ummah cabang Sukoharjo pun telah 
mengadakan produk penyaluran dana berupa pembiayaan dengan orientasi 
mengembangkan dan atau meningkatkan pendapatan anggota dan BMT.
3
 Salah 
satu pembiayaan yang sudah umum dikembangakan oleh BMT Amanah Ummah 
cabang Sukoharjo maupun lembaga keuangan Islam lainnya adalah pembiayaan 
Murābaḥah.  
Pembiayaan Murābaḥah yang terjadi antara pihak BMT dengan pihak 
nasabah selaku penjual dan pembeli barang terkadang tidaklah berjalan mulus 
atau sesuai dengan kesepakatan perjanjian. Biasanya ada pihak yang tidak 
mentaati ketentuan sebagaimana yang telah disebutkan dalam kontrak, terutama 
dari pihak nasabah yang mengidap character risk (karakter buruk) yaitu nasabah 
mampu yang melakukan wanprestasi atau cidera janji dengan cara sengaja 
menunda-nunda proses pembayaran kepada pihak BMT untuk melunasi hutang, 
sehingga berujung pada kerugian pihak BMT. Berdasarkan pemaparan menejer 
BMT Amanah Ummah bahwa sampai di tahun 2016 total pembiayaan bermasalah 
adalah 3 % dari jumlah 100 milyar perputaran uang.
4
  
Oleh sebab itu, untuk menangani nasabah wanprestasi, maka sanksi 
dianggap perlu dikenakan kepada pihak nasabah yang tidak beriktikad baik. 
Sanksi tersebut didasarkan pada prinsip ta'zīr, yaitu bertujuan agar nasabah lebih 
disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
5
 Biasanya sanksi berupa denda 




Sebagai sebuah Lembaga Bisnis yang bergerak berdasarkan Prinsip 
Syariah, bukan berarti BMT melakukan tindak gegabah dengan sewenang-
wanangnya menerapkan sanksi tanpa memperhatikan aspek-aspek kesyariahan, 
oleh sebab itu fatwa DSN-MUI sebagai payung hukum LKS,  sudah seharusnya 
menjadi acuan sekaligus pedoman BMT Amanah Ummah cabang Sukoharjo 
dalam melakukan pelbagai macam kegiatan bisnis. 
                                                          
1 Faturrahman  Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keungan Syariah, 
(Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 119 
2 http://www.bmtaum.co.id/profile/selayang-pandang.html diakses pada hari kamis 25 
Agustus 2016 pukul 11:29 WIB  
3 Muhamad Hidayat, Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer, (Yogyakarta: UII Press, 
2000), hlm. 119.  
4 Wawancara dilakukan dengan Menejer Utama BMT Amanah Ummah pada hari Jumat, 17 
Juni 2016 pukul 13.20 di BMT Amanah Ummah. 
5 Abdul Ghofur Anshori, Payung Hukum Perbankan Syariah, (UU dibidang perbankan, fatwa 
DSN-MUI, dan peraturan bank Indonesia), (Yogyakarta:UII Press, 2007), hlm. 156.  





Dari latar belakang diatas, maka penulis merasa perlunya mengetahui 
kesesuaian antara penerapan sanksi yang dilaksanakan BMT Amanah Ummah 
Cabang Sukoharjo terhadap nasabah wanprestasi pada akad Murābaḥah 
berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional. Oleh sebab itu maka penulis hendak 
melakukan penelitian mengenai hal tersebut. Penelitian ini berjudul: “Analisis 
Penerapan Sanksi Terhadap Wanprestasi Nasabah Pada Akad Murābaḥah di 
BMT Amanah Ummah Cabang Sukoharjo” (Studi Atas Kesesuaian Fatwa Dewan 
Syariah Nasional). 
2. METODE PENELITIAN  
2.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 
Jika ditinjau dari penelitiannya, maka jenis penelitian ini termasuk 
penelitian lapangan (Field Research), dalam hal ini melalui hasil 
penelitian lapangan tersebut peneliti ingin mengkaji penerapan sanksi 
yang dilaksanakan oleh BMT Amanah Ummah Cabang Sukoharjo kepada 
nasabah yang melakukan wanprestasi pada akad murābaḥah. Jika dilihat 
dari informasi datanya, penelitian ini menggunakan pendekatan 
deskriptif, yang menghasilkan data deksripsi serta menggambarkan 
sekaligus menjelaskan penerapan sanksi BMT Amanah Ummah cabang 
Sukoharjo. 
2.2. Sumber Data 
Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yakni  
data primer dan sekunder : 
2.2.1. Data Primer 
Data primer merupakan data yang menjadi sumber data utama. 
Data tersebut diambil langsung dari sumber obyek penelitian tanpa 
sebelumnya diolah pihak lain. Dalam hal ini bentuk hasil wawancara, 
dan dokumentasi tentang penerapan sanksi terhadap wanprestasi 
nasabah pada akad Murābaḥah di BMT Amanah Ummah Cabang 
Sukoharjo. 
2.2.2. Data Sekunder 
Data yang didapat tidak secara langsung dari obyek penelitian. 
Data tersebut merupakan data yang sudah diolah dan dikumpulkan 
oleh pihak lain dengan berbagai cara dan metode. Merupakan data 
penunjang berupa kepustakaan yang memberikan penjelasan 
berkaitan dengan penelitian, buku-buku, serta referensi lain sesuai 
pokok permasalahan. 
2.3. Metode Pengumpulan Data 
2.3.1. Wawancara 
Wawancara adalah teknik pengumpulan data untuk memperoleh 
keterangan dengan cara bertatapan langsung dengan narasumber 
guna menggali informasi yang dibutuhkan. 
Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara langsung dengan 
bapak Faisal SE. selaku menejer utama BMT Amanah Ummah 
mengenai penerapan sanksi yang dilaksanakan BMT terhadap  
nasabah wanprestasi pada akad Murābaḥah yang nanti akan 






Metode ini digunakan untuk mendapatkan Informasi yang 
berhubungan dengan penerapan sanksi yang dilaksanakan oleh BMT 
Amanah Ummah Cabang Sukoharjo kepada nasabah berupa kontrak 
akad Murābaḥah BMT Amanah Ummah, dimana kontrak tersebut 
terdapat pasal yang berkaitan dengan sanksi dan wanprestasi. Yang 
mana data tersebut juga sebagai alat bukti bahwa peneliti benar-benar 
melaksanakan penelitian secara nyata tanpa ada manipulasi 
informasi. 
2.4. Metode Analisis Data 
Untuk memperoleh hasil yang akurat dan dapat dipercaya, maka 
analisis data yang peneliti gunakan adalah analisis Deduktif-Induktif.  
Analisis dilakukan dengan terlebih dahulu menggali informasi terkait 
sanksi di BMT Amanah Ummah Cabang Sukoharjo terhadap nasabah 
wanprestasi pada akad Murābaḥah, kemudian menarik kesimpulan dari 
data yang diperoleh, yang pada kesimpulan nanti akan menjelaskan 
sanksi-sanksi apa saja yang sudah diterapkan di BMT Amanah Ummah 
berikut mekanismenya (Deduktif). Setelah informasi sanksi di BMT telah 
didapatkan maka analisa selanjutnya dengan melakukan penilaian sanksi 
berdasarkan isi fatwa DSN, apakah sanksi di BMT Amanah Ummah 
Cabang Sukoharjo sudah sesuai dengan isi fatwa atau tidak (Induktif). 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1. Penerapan Sanksi terhadap Wanprestasi Nasabah pada akad Murābaḥah 
di BMT Amanah Ummah Cabang Sukoharjo  
Sebelum melaksanakan Sanksi, terlebih dahulu BMT Amanah 
Ummah Cabang Sukoharjo menyelesaikan perkara Wanprestasi dengan 
cara kekeluargaan dan Persuasif, bahkan BMT Amanah Ummah Cabang 
Sukoharjo belum pernah menyelesaikannya melalui jalur Pengadilan 
ataupun Lembaga Alternatif Penyelesaian sengketa (Arbitrase). Apabila 
Wanprestasi berupa telatnya pembayaran, maka akan diberikan 
kelonggaran selama itu masih dalam hitungan satu bulan, keringanan 
tersebut diberlakukan kepada semua jenis nasabah baik bagi nasabah 
mampu tapi menunda pembayaran, maupun nasabah tidak mampu. 
Bagi nasabah mampu yang sengaja menunda pembayaran, 
kelonggaran diberikan hanya dalam satu bulan tersebut, apabila jangka 
satu bulan telah lewat maka pihak BMT Amanah Ummah akan 
megenakan sanksi denda kepada nasabah sebagai peringatan agar tidak 
mengulangi perbuatannya, meskipun sampai pada tahun 2016 belum ada 
satupun dari pihak nasabah wanprestasi yang dikenakan sanksi oleh BMT 
Amanah Ummah cabang Sukoharjo. Sedangkan apabila nasabah yang 
bersangkutan melarikan diri dari tanggung jawabnya, maka jaminannya 
akan dilelang.   
Bagi nasabah tidak mampu apabila belum bisa melunasi setelah 
satu bulan tempo pembayaran maka terlebih dahulu pihak BMT 
melakukan negosiasi dengan pihak nasabah dan melakukan penjadwalan 





untuk melunasinya, dengan demikian waktu jatuh tempo bukan ditetapkan 
berdasarkan keinginan BMT melainkan atas keinginan nasabah. Setelah 
jatuh tempo tiba sedangkan nasabah belum bisa melunasi hutang maka 
dari pihak nasabah sendiri harus secara sukarela menyerahkan barang 
jaminan kepada pihak BMT untuk melunasi kewajibannya. 
Jika sanksi denda belum dilaksanakan lain halnya dengan sanksi 
pelelangan jaminan dimana sanksi ini sudah terlaksana dengan barang 
sitaan berupa mobil dan sepeda motor, namun untuk informasi terkait 
jumlah nasabah wanprestasi, sitaan dan hal penting lainnya tidak dapat 
peneliti cantumkan, sebab hal tersebut tidak diperbolehkan menejer BMT 
Amanah Ummah Pusat karena bersifat privatif dan rahasia. 
3.2. Analisis Kesesuaian Penerapan Sanksi di BMT Amanah Ummah Cabang 
Sukoharjo berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional    
Sebelum masuk ke analisa perlu diketahui bahwa sanksi denda 
memang belum diberikan BMT Amanah Ummah cabang Sukoharjo 
kepada nasabah wanprestasi, ketentuan sanksi denda hanya tertuang dalam 
isi kontrak murābaḥah dan masih belum terlaksana. Namun peneliti tetap 
melakukan analisa berdasarkan kesesuaiannya atas fatwa DSN, sebab 
ketentuan sanksi denda yang sudah termaktub dalam isi kontrak 
murābaḥah juga merupakan bagian dari penerapan sanksi dan sifatnya 
mengikat atau dalam arti lain sanksi denda bisa saja dikenakan pada suatu 
waktu jika BMT berkehendak dan nasabah yang dikenakan tidak dapat 
menolak. Kecuali jika BMT Amanah Ummah sama sekali tidak membuat 
ketentuan yang bersifat mengikat nasabah, maka peneliti tidak akan 
menganalisanya. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan menejer utama BMT 
Amanah Ummah
7
, dan juga isi kontrak Murābaḥah BMT Amanah 
Ummah pasal 2 poin 9 sebagaimana yang telah peneliti sajikan pada 
deskripsi data, maka sanksi denda memang hanya diberlakukan kepada 
Anggota mampu yang menunda-nunda pembayaran, dan hasilnya 
disalurkan kembali kepada LAZIS UMS, meskipun hasil denda tidak 
diserahkan langsung oleh BMT Amanah Ummah cabang Sukoharjo 
kepada yang berhak namun sudah jelas bahwa LAZIS UMS juga 
merupakan lembaga sosial kemasyarakatan yang bertugas menghimpun 
dana Zakat atau sejenisnya lalu menyalurkan kembali dana tersebut 
kepada delapan golongan asnāf yang berhak menerima. Dengan demikian 
sanksi denda yang diterapkan BMT sudah sesuai dengan isi fatwa DSN 
NO.17/DSN-MUI/IX/2000. 
Adapun sanksi pelelangan jaminan, dalam hal ini peneliti juga 
menyimpulkan bahwa sanksi ini telah sesuai dengan isi fatwa DSN NO. 
47/DSN-MUI/II/2005, dimana selama ini pihak BMT Amanah Ummah 
cabang Sukoharjo menjual obyek sitaan dan mengembalikan kelebihan 
                                                          
7 Wawancara dengan Menejer Utama BMT Amanah Ummah pada hari Jumat, 17 Juni 2016 





dari hasil penjualan kepada nasabah yang bersangkutan. Agar lebih 
jelasnya, maka hasil analisa dapat dilihat melalui tabel berikut: 
 
Tabel 1 
Kesesuaian sanksi-sanksi di BMT Amanah Ummah cabang 
Sukoharjo berdasarkan Fatwa DSN NO. 17/DSN/2000 dan fatwa 
DSN NO. 47/DSN-MUI/II/2005 
 
No 






1 Denda    Sesuai 
berdasarkan 
ketentuan umum 
No: 5  fatwa DSN 
NO.17/DSN-
MUI/IX/2000 
  Dikenakan pada Nasabah 
Mampu yang sengaja 
menunda pembayaran 
   Sesuai 
berdasarkan 
ketentuan umum 
No: 1  fatwa DSN 
NO.17/DSN-
MUI/IX/2000 
  Tidak dikenakan kepada 
Nasabah tidak Mampu 
disebabkan Force Mejure 
   Sesuai 
berdasarkan 
ketentuan umum 
No: 2  fatwa DSN 
NO.17/DSN-
MUI/IX/2000 
  Hasil Denda disalurkan 
untuk dana sosial melalui 
LAZIS UMS 
   Sesuai 
berdasarkan 
ketentuan umum 
No: 5  fatwa DSN 
NO.17/DSN-
MUI/IX/2000 
 Denda dengan sejumlah 
uang sebesar RP. 10.000-
1000.000 yang  sudah 
ditentukan dalam kontrak 
Murābaḥah 
   Sesuai 
berdasarkan 
ketentuan umum 
No: 5  fatwa DSN 
NO.17/DSN-
MUI/IX/2000 
2 Pelelangan Jaminan‘    Sesuai 
berdasarkan fatwa 





















Berdasarkan hasil penelitian di atas maka dapat dikemukakan 
kesimpulan sebagai berikut bahwa sanksi yang diterapkan oleh BMT 
Amanah Ummah cabang Sukoharjo terhadap wanprestasi nasabah sudah 
sesuai dengan isi fatwa Dewan Syariah Nasional khususnya pada fatwa 
DSN NO.17/DSN-MUI/IX/2000 dan fatwa DSN NO. 47/DSN-
MUI/II/2005. Dimana sanksi denda yang diterapkan oleh BMT Amanah 
Ummah cabang Sukoharjo merupakan sanksi yang diperbolehkan dalam 
isi fatwa DSN NO.17/DSN-MUI/IX/2000, dan hasil denda yang 
disalurkan BMT kepada LAZIS UMS pun juga sudah sesuai dengan isi 
fatwa yang menghendaki hasilnya disalurkan kembali untuk dana sosial. 
Begitu pula halnya dengan sanksi pelelangan jaminan, sanksi ini juga 
sudah sesuai dengan isi fatwa DSN NO. 47/DSN-MUI/II/2005 dimana 
pihak BMT Amanah Ummah cabang Sukoharjo melakukan pelelangan 
jaminan dengan cara menjual obyek murābaḥah/jaminan milik nasabah 
yang kemudian dari hasil penjualan digunakan BMT untuk menutupi 
hutang nasabah. Apabila ada kelebihan dari hasil penjualan maka akan 
dikembalikan kepada nasabah, sedangkan apabila terdapat kekurangan 
maka kekurangan tersebut masih menjadi hutang nasabah. 
4.2. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka peneliti hendak 
memberikan saran kepada BMT Amanah Ummah sebagai berikut:  
MUI/II/2005 
  Diberikan kepada nasabah 
yang tidak melunasi hutang 
dengan jumlah atau waktu 
yang tepat 




fatwa DSN  NO. 
47/DSN-
MUI/II/2005  




nasabah yang bersangkutan   




3  fatwa DSN  
NO. 47/DSN-
MUI/II/2005 
  Kekurangan dari hasil 
penjualan obyek 
murābaḥah/ jaminan tetap 
menjadi hutang nasabah 











4.2.1. Untuk menumbuhkan rasa kesadaran yang tinggi akan pentingnya 
pemenuhan janji terhadap diri nasabah, maka pemberian sanksi tidak 
akan cukup maksimal untuk mewujudkan itu semua, perlu adanya 
upaya dari pihak BMT Amanah Ummah cabang Sukoharjo untuk 
mengingatkan nasabah tentang bagaimana Islam sangat menghargai 
orang-orang yang memenuhi janji dan memberikan ganjaran baik 
atasnya dan bagaimana juga Islam tidak menyukai pengkhianatan 
janji dan memberikan ganjaran buruk atasnya, hal ini dapat dilakukan 
dengan cara menyampaikannya langsung secara lisan sebelum akad 
disepakati antara kedua belah pihak atau dengan cara 
mencantumkannya pada isi kontrak murābaḥah dalam bentuk pesan 
atau keterangan tambahan, alangkah lebih baik jika mengutip dalil-
dalil (Al-Quran Hadist) yang berkaitan. Mengingat BMT Amanah 
Ummah cabang Sukoharjo sebagai Lembaga Keuangan yang 
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